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4 e
PERJANJIAN KR n
ISPK/MAA, - .

n Kredit ini (berikut perpanjangan dan/atay perubahan dan,
Pef,aﬂJ' o akan disebut Perjanjian), dibuat dan ditandatangani pade h.nm" dw..‘ pembed

#l'mu anllfﬂ

., Kepala Cabang ... .. dari
o “hal ini bertindak dalam jlblunny. |mn b plu'“""'s"::lin yang akan disebut Gibawsh
Kuasa

da
"“' Tanggal .......... i
/20.... Tanggal ... dibuat dib : No
W“K Direktur Bisnis PT. Bank Perkreditan R,:;::h h;mmem cul hm’.s E"m
Genarant - (selanjutnya para penerima /pengganti haknya disebyt "BANTI’(M) ABADI, berkedudukan di Kota

sesseesssssnnsnsnannsy bertempat tinggal di

Lo m hnl ini bertmdak untuk diri sendiri dan untuk melakukan : ti
b dapa‘ persetujuan dari suamifistrinya yakni .. I
Perjanjlan ini sebagai bukti persetujuannnya. T YA (unt menands-tangani

(selanjutnya para penerima / ahli warisnya disebut "DEBITUR").

antara BANK dan DEBITUR telah saling setuju dan

ahwa sepakat
mcmﬁmh' Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-keten tuan mum.u:mnz:lbw P
Pasal 1
FASILITAS KREDIT

| Fasilitas Kredit yang diterima DEBITUR dari BANK berupa fasilitas kredit Angsuran sebesar

2 Fasilitas kredit ini ditarik oleh DEBITUR secara sekaligus.
3. Tujuan penggunaan Fasilitas Kredit iniuntuk ..........................

Pasal 2
KETENTUAN PENARIKAN

|Terhadap fasilitas kredit tersebut pada Pasal 1, dapat ditarik DEBITUR dengan menandatangani Bukti
Pencairan Kredit (BPK).
2. Semua Fasilitas Kredit tersebut akan dikredit pada rekening tabungan DEBITUR, dan karenanya
DEBITUR
wajib membuka rekening tabungan di BANK.

Pasal 3
JANGKA WAKTU
Ffﬂllltas kredit Angsuran diberikan untuk jangka waktu ...... | ). bulan, mulai berlaku sejak tanggal
.. dan akan berakhir pada tanggal ................cooniin e
Pasal 4

BUNGA. PROVISI dan BIAYA-BIAYA

DEBITUR wajib membayar kepada BANK :

- Bunga sebesar ... % (enanes persen) flat per bulan (dikonversi ke suku bunga anuitas, sesuai dengan

Pembukyan
B |
"nril?l:m setuju, besarnya suku bunga dapat berubah sesuai kondisi yang berlaku di pasar (floating rate),
;,u:OBANK akan memberitahukan apabila ada pembahan besarnya suku bunga tersebul.
3, B,aws' L CTE T T S R (T R ruplah) it
ya Administras; e rupl ; e
: E;nd‘ Sebesar ZVZORIZdua permll) per “hari dan sisa kewajlban yang belum terbayar, apabila terjadi
[)1:;;1 ambatan dalam pembayaran pokok dan bunga. £ BANK
ITUR setuju, besarnya denda dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di :



FE Amrgwran

Pasal §
JAMINAN
jami bayaran lunas s i
k menjamin pembay unas semua jumlah uang yang ¢ i
t;'::d. BANK berdasarkan Perjanjian, baik pokok, mn;ydmmd.mn‘fm" Wajib dibayar oleh DEBITUR
aataw pihak 1ain (PENJAMIN) yang memberikan jaminan kepada BANK Ylity:-b‘.Yl donpta il DEBITLR

gebidang tanah terletak di jalan

- Ds.......... teletak di Desy/K ehpapec ™" Sertifikat Hak Milik/Guna Bangunan
Kota/ Kabuapten ..................... » Gambar SituasiNo. ... ———"

T m2, Sertifikat tercatat atas nama . N
Berikut bangunan yang berdiri dan segala sesuaty berada ertanam di idang tanah tersebut
ang karena sifatnya, tujuannya atau menurut U oy = b ,

ndang-Undang di ;
syarat dan ketetuan-ketentuann yang lazim betlaky d:: dipmdu::;ln%emm R

Pasal 6
KUASA dan PERNYATAN

DEBITUR deng'an ini menyatakan kepada BANK, bahwa DEBITUR memberi kuasa k
mendebet rgkemng tabunga.n DEBITUR untuk membayar angsuran pokok kred:t‘ dm‘P;ud:yB:tNll.(p ::gl.::
serta kewajiban pokok kredit dan bunga berjalan pada saat jatuh tempo serta biaya biaya (jika ada)

Pasal 7
PEMBAYARAN KEMBALI

1. DEBITUR wajib membayar sebanyak ...... G )kali angsuran pokok dan bunga masing-masing sebesar
1, — [ COPTTTTI ) tiap bulan.
Untuk pertama kalinya angsuran pokok dan bunga dibayar pada tanggal ......... .2 ) dan selanjutnya
angsuran pokok dan bunga dibayar tiap tanggal .............. tiap bulan. Dan akan berakhir pada tanggal
sesuai dengan “Jadwal Angsuran” terlampir yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian Kredit ini.

2. DEBITUR wajib membayar kembali seluruh kewajiban kepada BANK melalui media/layanan pembayaran
yang disediakan oleh BANK.

3. Jika tanggal pembayaran jatuh pada hari libur resmi nasional yang berlaku, maka pembayaran
angsuran
pokok/ bunga wajib dilakukan 1 ( satu ) hari kerja sebelumnya.

4, Setiap pembayaran akan dipergunakan pertama-tama untuk biaya, denda, bunga terakhir pokok yang
belum

terbayar.
5 Pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo fasilitas kredit hanya dapat dilakukan tanggal 1 (satu) sampai
dengan
tanggal 24 (dua puluh empat) ) .
6. Penalty Pelunasan Dipercepat dari jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pasal 3 sebesar 2 % (dua
persen) )
dari sisa pokok pinjaman ditambah bunga bulan berjalan saat itu.
7. Pembukuan BANK merupakan bukti yang sah dan mengikat DEBITUR.

Pasal 8
PERNYATAAN DAN JAMINAN

DEBITUR menyatakan dan menjamin kepada BANK, bahwa DEBITUR/ PENJAMIN :

;' .{,’g"k tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa apapun juga;

- Tidak berada dalam keadaan pailit; o

3. Tidak eadaan i inyatakan wanprestasi oleh pihak ketiga lainnya daq )

. Mmym selumhmr::tm::ud:gmmen kepaga BANK adalah benar keadaannya/tidak dipalsukan.



Pasal 9
ASURANSI
4R tidak didaftarkan asuransi jiwa, sehingga apabila terjadi suaty risi ' :
pcnn UR ibatkan tidak dapat melakukan pembayaran angsuran baik pok o;' ’:". terhadap jiwa DEBITUR
y

ng 0 aka kewajiban pcmbpyamn pinjaman berdasarkan Perjanjian Kreds sepen ‘
w:b I::I‘n waris DEBITUR atas sisa kewajiban pembayaran pinjaman yang belum t '""'Y* menjadi tanggung
jo
iatas tidak didaftarkan asuransi ke : 4
seperti tersebut d e nsi kerugian, sehin
.lnmi:::j.minnn seperti kerusakan dan lain lain yang dapat megurangi nila; peg:m lplbvimln

terjadi suatu risiko
{ -alan dan DEBITUR wajib memenuhi kebijakan dari BANK.
bef)

maka angsuran tetap

Y $ diatas didaftarkan asuransi kerugi 4
nan seperti tersebut . gian terhadap segala bahaya yang d
e BANK dengan syarat-syarat yang ditctapkan BANK. Prem asuransi kerugian dibayar oleh DEBITUR
‘;p‘b“, terjadi suatu risiko terhadap Jaminan seperti kerusakan dan lain lain yang dapat mengurangi nilai
et aminan, maka angsuran tetap berjalan dan DEBITUR wajib memenuhi kebijakan dari BANK
pEBITUR didaftarkan uurgnli j.iwa, Premi asuransi dibayar oleh DEBITUR.

bila terjadi klaim dan hasil _kla'l'm terdap_at kekurangan untuk memenuhi kewajiban b 5
AP A erssatan Poianan K scpenovs mead arggns s i e ey
sisa kewajiban pembayaran pinjaman yang belum terbayar.**> sesuai MUK,,, diasuransikan/tidak

Pasal 10

KEWENANGAN

1.BANK berwenang mengalihkan kredit/pinjaman dengan cara menjual atau cara lain yang sah menurut hukum
kepada pihak lain yang ditunjuk atau ditentukan sendiri oleh BANK tanpa harus meminta persetujuan dari
DEBITUR atau penggantinya.

2. Pemberitahuan pengalihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini disampaikan oleh BANK
kepada DEBITUR atau penggantinya melalui surat, baik yang dikirim langsung maupun melalui pos atau
perusahaan jasa pengiriman.

3.BANK berhak menjaminkan hak tagih BANK terhadap DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepda

pihak lain yang ditunjuk atau ditentukan sendiri oleh BANK tanpa harus meminta persetujuan dari
DEBITUR atau penggantinya.

Pasal 11
PERISTIWA KELALAIAN

Menyimpang dari pasal 3 di atas, BANK berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan menuntut pembayaran

dengan seketika dan sekaligus lunas atas seluruh jumlah yang terutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian,
baik pokok, bunga, provisi, biaya dan denda, apabila

1. DEBITUR wanprestasi : lalai membayar angsuran pokok dan bunga 2 (dua) bulan berturut-turut

2. DEBITUR/PENJAMIN mengajukan pailit atau meminta penundaan pembayaran hutang -hutangnya
(surseancan

betaling),

3. DEBITUR/PENJAMIN meninggal dunia atau ditaruh dibawah pengampuan ;

4. DEBITUR/PENJAMIN terlibat dalam tindak pidana atau perbuatan hukum lain ;

5. Agunan/kekayaan DEBITUR/PENJAMIN disita oleh pihak yang berwenang;

U“‘“‘f itu BANK berhak mengeksekusi jaminan yang ada, hasilnya akan dipergunakan untuk memenuhi seluruh

kewajiban DEBITUR yang ada di BANK, jika ada kekurangan maka DEBITUR wajib membayar sejumlah

k_e_hlfanggn tersebut/menambah barang-barang/benda-benda tertentu lainnya yang ditetapkan oleh BANK untuk
Y Jaminan tambahan menurut ketetapan BANK.

Pasal 12
PEMBERITAHUAN

= Setiap Pem!)entahuan dan surat menyurat lmnnya berkaitan dengan Perjanjian Kl'ed“ ini akan dilakukan
%66ara tertulis dan akan dianggap sah apabila dialamatkan kepada, dan dikirim melalui :



PK Ansguron

DEBITUR:
Nama !
Alamat:

No. Telp/ HP:
Email :

BANK .

Nama : PT. BPR Mandiri Artha Abadi
Alamat : JL.

No. telp

Email :

2. Pemberitahuan dianggap diterima olch pihak yang dituju pada :
a. Tanggal pengiriman, apabila dikirim secara langsung dengan mendapat tanda-terima
b. 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pengiriman, apabila dikirim melalui kurir .
¢. Saat pengirim menerima bukti trasmisi dari email apabila dikirim melalui email

3. Apabila terjadi perubahan terhadap alamat tersebut diatas, maka Pihak yang men i
wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kyeql8 ubelﬁ:rl\l?e'mpl:amh:m?nl:rktrnt
dan apabila tidak ada pemberitahuan apapun maka alamat yang tercantum diatas diangggap sebagai :Iamat'
yang sah dan berlaku, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan akibat terdapat perubahan
menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

1. Segala sesuatu yang tercantum dalam Perjanjian dapat dirubah atau ditambah, setelah ditandatangani
oleh para pihak dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian dan oleh karenanya mengikat BANK dan
DEBITUR.

2. Semua dan setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITUR dan/atau PENJAMIN kepada BANK berdasarkan
Perjanjian merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian, yang tanpa
adanya kuasa-kuasa tersebut Perjanjian tidak akan dibuat dan dengan demikian maka kuasa-kuasa tersebut
tidak dapat ditarik kembal i maupun dibatalkan oleh sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813,1814
dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

3. DEBITUR dan BANK dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata Indonesia.

4. Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera
Pengadilan Negeri ....................... Semarang di..............c.ceoe dengan tidak mengurangi hak BANK
untuk mengajukan tuntutan hukum kepada DEBITUR atau PENJAMIN melalui Pengadilan Negeri lainnya
yang berwenang diwilayah Republik Indonesia atau dalam hal dianggap baik oleh BANK.

Perjanjian ini dibuat dan telah dibaca serta dimengerti isinya kemudian ditanda-tangani oleh para pihak
tersebut di :
atas g

PT. BPR MANDIRI ARTHA ABADI DEBITUR

Mengetahui dan menyetujui
suami/istri
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